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PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN BENGKAYANG 

 

NOMOR   11  TAHUN  2011 

 

TENTANG 

 

PAJAK   HIBURAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BENGKAYANG, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah, Pajak Hiburan ditetapkan sebagai salah satu jenis 

Pajak Kabupaten/Kota; 

  b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Pajak Hiburan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – 

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan 

Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3684); 

  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan 

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 
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 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823); 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  6. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

  7. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

  8. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  9. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

  10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4967); 

  11. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 
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  12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1983, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata 

cara Penyitaan Dalam rangka Penagihan Pajak Dengan Surat 

Paksa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 

Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4049); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 119 Tahun 2010, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 

Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2010, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5179); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

59 Tahun 2007; 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 

tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 

  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain; 

  20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Izin Usaha 

Rekreasi Dan hiburan Umum; 
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  21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 

Kabupaten Bengkayang; 

  22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten 

Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2010; 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH  KABUPATEN  BENGKAYANG 

 

dan 

 

BUPATI   BENGKAYANG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PAJAK  HIBURAN 

 

 

BAB  I 

 

KETENTUAN  UMUM 

 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas 

Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Bengkayang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang. 

5. Bupati adalah Bupati Bengkayang. 

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai 

dengan Peraturan Perundang-Undangan. 

7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD 

Kabupaten Bengkayang dengan persetujuan bersama Bupati Bengkayang. 
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8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.  

9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) 

atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan Hiburan.  

11. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan permainan, dan / atau keramaian 

yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 

12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah. 

14. Masa Pajak adalah jangka waktu  1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang 

diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang 

menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak 

yang terutang. 

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali Wajib 

Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa 

Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan perpajakan daerah. 

17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan 

subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak 

kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat 

yang oleh  Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak, dan / atau harta dan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah. 

19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 

pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir 

atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Bupati. 


